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Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah Negara yang wilayahnya terbagi atas
daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi dibagi lagi atas daerah Kabupaten
dan Kota. Setiap daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mempunyai
pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Dalam
menjalankan tugasnya, pemerintah pusat tentu akan kesulitan untuk
mengatur daerah yang begitu luas dan terbagi-bagi atas beberapa wilayah.
Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai otonomi
daerah dengan memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk
membangun, dan mengembangkan potensi yang ada didaerahnya yang
bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat daerah tersebut.

Kementerian Dalam Negeri mencatat pada tahun 2017 Indonesia
memiliki 72.944 wilayah administrasi desa dan 8.039 wilayah administrasi
kelurahan. Artinya, total wilayah administrasi setingkat Desa dan kelurahan
adalah sebanyak 81. 253. Dari jumlah tersebut, masih terdapat 39.000 Desa
tertinggal, kurang lebih 17.000 Desa sangat tertinggal dan 1.100 Desa yang
ada di perbatasan minim sentuhan dan masih terabaikan. Dijelaskan dalam
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa akan memberikan
paradigma dan konsep baru mengenai kebijakan tata kelola desa secara

nasional." Daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengelola

! Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa



daerahnya sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya
otonomi daerah Desa memiliki kewenangan baik dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan maupun dalam pengelolaan keuangan.

Desa menyadari akan pentingnya pembangunan ditingkat Desa,
pemerintah melakukan berbagai program untuk mendorong percepatan
pembangunan kawasan pedesaan, namun hasilnya masih belum signifikan
dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteran masyarakat. Oleh
karena itu, pembangunan di Desa harus dilakukan secara terencana dengan
baik dan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Sehingga
pembangunan yang dilakukan di kawasan pedesaan dapat membumi dengan
masyarakatnya.

Keberadaan Undang-Undang Desa (Pasal 78 ayat 1). Diharapkan
dapat menjadikan penduduk di desa lebih sejahtera melalui 4 aspek utama,
yaitu :2
1. Pemenuhan kebutuhan dasar
2. Pembangunan sarana dan prasarana
3. Pengembangan potensi ekononomi lokal
4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan

Untuk menunjang Pembangunan Desa tersebut, akan ada alokasi
dana cukup besar yang mengalir ke Desa. Pada Pasal 72 ayat (4) ditetapkan
paling sedikit 10% dari dana transfer daerah dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) akan mengalir ke Desa. Berdasarkan simulasi

2 Undang-Undang Desa (Pasal 78 ayat 1)



anggaran, setiap Desa rata-rata akan menerima Rp. 800.000.000,00 — 1,4
Milyar.

Alokasi Dana Desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan
wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan
Alokasi Dana Desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik
yang berhubungan dengan indicator perkembangan desa, meliputi tingkat
pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan. Salah
satu alasan rasional mengapa perlu ada Alokasi Dana Desa (ADD) adalah
karena desa ditempatkan sebagai basis desentraslisasi. Kebijakan ADD
sangat relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis
pembinaan, karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan
kontrol masyarakat lebih kuat.

Melalui Alokasi Dana Desa, Desa berpeluang untuk mengelola
pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara
mandiri. Alokasi Dana Desa adalah Dana yang diberikan kepada desa yang
berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang
diterima oleh Kabupaten atau Kota. Pemberian Alokasi Dana Desa
merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan
otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa
itu sendiri. Dana tersebut dapat digunakan sebagai modal pembangunan
desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai Pasal (87-90) pada
UU No. 6 Tahun 2014 dengan maksud untuk mendorong peningkatan skala

ekonomi usaha produktif rakyat desa.



BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat
dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan
membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan
kebutuhan dan potensi desa.® Selain itu BUMDes juga berperan sebagai
lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui
kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.* Potensi desa yang layak
dikembangkan dan dikelola BUMDes adalah usaha-usaha masyarakat
pedesaan yang belum dikelola secara optimal dan sumber daya pedesaan
yang dimiliki desa tersebut. Pada tahun 2017, pengembangan BUMDes
telah menjadi Program Prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Badan Usaha Milik Desa di Indonesia saat ini telah mengalami
banyak kemajuan dan perkembangan di dalamnya. Hal ini disebabkan atas
keinginan dan kesadaran masyarakat yang menginginkan desa nya untuk
lebih mandiri. Pada perkembangannya dengan dikeluarkan regulasi yang
mendukung UU Desa, yaitu PP No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa.
Peraturan ini mengatur bahwa dana desa yang sekarang sudah bisa aktif
turut membangun, perlu disokong dengan dana. Artinya, dana desa diadakan
dengan dua cita-cita, yaitu : pemerintah desa lebih sanggup melayani

kebutuhan warga, sekaligus warganya lebih aktif berinisiatif. Salah satu

¥ Maryunani, Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa, (Bandung: CV
Pustaka Setia, 2008), hal. 35

* Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP),
Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), (Jakarta:
Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), hal. 3



wadah untuk memajukan ekonomi desa adalah Badan Usaha Milik Desa
atau BUMDes.”

BUMDes secara lembaga ditingkat desa diharapkan akan
mendominasi segala potensi desa untuk mensejahterakan masyarakatnya
melalui pendampingan dan pembinaan. BUMDes diharapkan dapat
menstimulus masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan membangun
dan mensejahterakan desa-desa mereka. Karena BUMDes dapat menjadi
wadah bagi pemerintah desa untuk memberdayakan dan memanfaatkan
sumber daya dan potensi yang ada di desa melalui pembinaan dan
pemberdayaan masyarakat. Dengan dibentuknya badan usaha milik desa ini
pemerintah desa berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dan memperkuat ekonomi desa dengan meningkatkan Pendapatan Asli Desa
(Pendapatan Asli Desa). Namun dalam proses sosialisasi program kepada
masyarakat, perencanaan program, pembentukan sampai dengan
pelaksanaan program tersebut tentu masyarakat dan pemerintah desa akan
menemukan hambatan-hambatan.

Peran BUMDes dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan
pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan inisiatif masyarakat berfungsi
untuk menstimulus, memfasilitasi dan melindungi serta memberdayakan
kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan. Bila bercermin pada peran
Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat

selama ini, maka BUMDes ini diharapkan menjadi revitalisasi peran

5 PP No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa.



Pemerintah Desa dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Dengan
demikian keberadaan BUMDes sangat strategis, dimana sebagai lembaga
milik ekonomi desa akan dapat memberikan dorongan kepada masyarakat,
sehingga desa dapat memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan
melalui potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
pedesaan.

Sebagaimana diatur dalam bab X Undang-undang Desa disebutkan
bahwa setiap desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut
BUMDes, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari
kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan
usaha untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Peranan
BUMDes dalam penyelenggaran pemerintahan desa dan pemberdayaan
masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat berfungsi untuk
menstimulasi, memfasilitasi dan melindungi serta memberdayakan
kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan. Indonesia sendiri sudah
memiliki Badan Usaha Milik Desa sebanyak 12.484 pada tahun 2016.
Sedikitnya ada 40 diantaranya bahkan mampu meraih omzet antara Rp 300
juta hingga Rp 8 Miliar per tahun seperti BUMDes Tirta Mandiri Desa
Ponggok Kecamatan Klaten Jawa Tengah.®

Selepas dari permasalahan diatas, terdapat salah satu daerah di

Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung yaitu Desa Sambitan. Secara

® http://www.dpr.go.id/diakses pada 06/05/19
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topografi Desa Sambitan merupakan kawasan dataran rendah yang potensial
terbukti keberadaan kawasan yang subur berada pada ketinggian sekitar 241
meter dari permukaan laut dengan kelembaban 11% dan suhu rata-rata
harian 27°C-30°C Bujur Timur. Secara Administratif Desa Sambitan berada
di wiliayah Kecamatan Pakel dan berbatasan langsung dengan Kecamatan
Bandung. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukoanyar, sebelah timur
berbatasan dengan Desa Bono, sebelah selatan berbatasan dengan Desa
Ngunggahan Kecamatan Bandung, sebelah barat berbatasan dengan Desa
Ngunggahan Kecamatan Bandung.

Secara demografi jumlah penduduk Desa Sambitan adalah sebagai

berikut:
- Jumlah Penduduk Laki-laki : 1266 orang
- Jumlah Penduduk Perempuan  : 1252 orang
- Jumlah total : 2058 orang
- Jumlah Kepala Keluarga : 890 KK

Tingkat kemiskinan di Desa Sambitan termasuk tinggi. Dari jumlah
890 KK diatas lebih 29,6 % KK Desa Sambitan adalah keluarga miskin.’
Sebagai upaya mengurangi kemiskinan di Desa Sambitan didirikan sebuah
BUMDes yang diberi nama Sami Rukun yang diketuai oleh Supriyono pada
10 September 2005 berdasarkan Perdes No. 09 tahun 2005. Pendirian

BUMDes Sami Rukun dilatar belakangi karena begitu melimpahnya potensi

"Buku Profil Desa Sambitan Kecamatan Pakel, 2018, hal.8



yang ada di Desa Sambitan yang bernilai ekonomi yang tidak dimanfaatkan
oleh masyarakat.

Saat ini BUMDes Sami Rukun mempunyai 3 unit usaha yaitu usaha
simpan pinjam, unit usaha pertanian pengolahan pupuk, dan pengelolaan
PDAM. Diantara usaha tersebut yang menjadi unggulan dan paling diminati
masyarakat yaitu usaha simpan pinjam. Dalam usaha simpan pinjam ini
BUMDes Desa Sambitan memberikan pinjaman modal usaha kepada
masyarakat maksimal Rp 10.000.000,00 yang dikembalikan dengan cara
diangsur per 3 bulan sekali. Dengan pinjaman yang diberikan, Kini
masyarakat menjadi tertarik dan BUMDes sekaligus memberikan
dampingan dan binaan kepada masyarakat yang mendirikan usaha baru.

Tabel 1.1
Data BUMDes Kecamatan Pakel®

No. Desa Nama BUMDes
1 Bangun Jaya Lestari

2 Bangun Mulyo Sinar Mulya

3 Gebang Rembes Madu

4 Gempolan Karya Gemilang
5 Gombang Gombang

6 Ngebong Bahagia

7 Pakel Pakel

8 Pecuk Pecuk Mandiri

® Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa,DITJEN PPMD



9 Sambitan Sami Rukun
10 Sanan Barokah

11 Sodo Barokah

12 Sukoanyar Mandiri Jaya
13 Suwaluh Suwaluh

Sumber: Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa,DITJEN PPMD

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah BUMDes yang
berada di Kecamatan Pakel sudah banyak. Artinya BUMDes saat ini
semakin memerlukan pendampingan dan pembinaan dalam hal pengolaan
agar bisa memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada, kemampuan
mengelola potensi desa akan mempengerahui kelangsungan hidup BUMDes
tersebut. BUMDes di Kecamatan Pakel memiliki 13 BUMDes yang masih
aktif dengan berbagai jenis usaha yang dikelola. Namun dari berbagai
BUMDes yang ada di Kecamatan Pakel ini masih kurangnya pendampingan
dan pembinaan dari pemerintah desa dan pengurus BUMDes itu sendiri
untuk memanfaatkan potensi desa dengan baik. Seiring perubahan yang
terjadi setiap tahun pengurus serta pemerintah desa harus mampu
mendampingi dan membina dengan cara dilatih terus menerus sebagai
fasilitator dengan potensi yang ada di desa.

Banyak BUMDes yang macet atau tidak berjalan dikarenakan
banyak faktor diantaranya sumber daya manusia dalam mengelola unit
usaha belum kompeten dibidangnya, masyarakat sendiri yang masih awam

dengan BUMDes sehingga masih minimnya masyarakat yang bergabung ke
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BUMDes. Dengan melihat permasalahan BUMDes di Kecamatan Pakel,
maka sudah selayaknya dijadikan bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan
lagi sumber daya manusia di Desa Sambitan agar bisa mencapai
keefektifann dan tercapai tujuannya seperti BUMDes Desa Sambitan yang
saat ini merupakan salah satu BUMDes yang tergolong maju di Kecamatan
Pakel.

Untuk itu, peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui peran
pendampingan dan pembinaan BUMDes dalam mensejahterakan
masyarakat di Desa Sambitan. Peneliti tertarik meneliti pengelolaan dalam
hal pendampingan dan pembinaan pada BUMDes yang tergolong maju ini
karena ingin membandingkan pengalamannya meneliti salah satu BUMDes
di Kabupaten Tulungagung yang masih baru berdiri yaitu sekitar satu tahun
saat menjalankan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung dan hasilnya
masih belum bisa mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini
mengambil judul “Peran Pendampingan dan Pembinaan Badan Usaha
Milik Desa sebagai Penggerak Ekonomi dalam Meningkatkan

Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sambitan Kecamatan Pakel”.
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Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan fokus

penelitian sebagai berikut:

1.

Bagaimana peran pendampingan dan pembinaan BUMDes sebagai
penggerak ekonomi dalam meningkatkan keejahteraaan masyarakat di
desa Sambitan Kecamatan Pakel?

Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Pendampingan dan
Pembinaan BUMDes dalam menggerakkan perekonomian untuk
meningkatkan keejahteraaan masyarakat di desa Sambitan Kecamatan
Pakel?

Bagaimana Implementasi hasil dari pendampingan dan pembinaan
BUMDes dalam menggerakkan perekonomian untuk meningkatkan
keejahteraaan masyarakat di desa Sambitan Kecamatan Pakel dalam

menggerakkan perekonomian?

Tujuan Penelitian

1.

Untuk mendeskripsikan peran pendampingan dan pembinaan BUMDes
sebagai penggerak ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraaan
masyarakat di desa Sambitan Kecamatan Pakel

Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Pendampingan
dan Pembinaan BUMDes dalam menggerakkan perekonomian untuk
meningkatkan keejahteraaan masyarakat di desa Sambitan Kecamatan

Pakel



12

3. Untuk mengetahui implementasi hasil dari pendampingan dan
pembinaan dalam menggerakkan perekonomian untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat.

Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah
Identifikasi masalah merupakan penjelasan tentang berbagai

kemungkinan-kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah. Dari latar

belakang di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengidentifikasian peran pendampingan dan pembinaan BUMDes
sebagai penggerak ekonomi dalam meningkatkan keejahteraaan
masyarakat di desa Sambitan Kecamatan Pakel Pengidentifikasian
BUMDes setelah adanya pendampingan dan pembinaan.

2.  Pengidentifikasian faktor pendukung dan penghambat BUMDes dalam
menggerakkan perekonomian untuk meningkatkan keejahteraaan
masyarakat di desa Sambitan Kecamatan Pakel.

4.  Pengidentifikasian implementasi hasil dari pendampingan dan
pembinaan dalam menggerakkan perekonomian untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat.

Melihat identifikasi masalah yang ada, maka peneliti membatasi
masalah agar tidak meluasnya pokok permasalahan yang telah ada dan
memberi pembahasan yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan maka akan
diberikan pembatasan yaitu peran pendampingan dan pengelolaan BUMDes
sebagai penggerak ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

di desa Sambitan Kecamatan pakel.
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Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan

manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoretis maupun

secara praktis, antara lain:

1.

Secara teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran
pada bidang ilmu ekonomi mikro.

Secara praktis

a. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangsih dalam pengambilan kebijakan dalam meningkatkan

Pendapatan “*"" Desa (PADesa).

. Bagi akademik, penelitian ini sebagai sumbangsih perbendaharaan

kepustakaan di IAIN Tulungagung.
Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini sebagai bahan
referensi/rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam tema yang sama

dan variabel yang berbeda.
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Penegasan Istilah

1.

Definisi secara konseptual

a. Pendampingan adalah suatu strategi yang sangat menentukan

keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.”

b. Pembinaan

Istilah pembinaan menurut etimologi berasal dari kata dasar
“bina” yang berasal dari bahasa arab “bana” yang berarti membina,
membangun, mendirikan, dan mendapat awalan pe dan akhiran an
sehingga menjadi kata pembinaan yang mempunyai arti usaha,
tindakan dan kegiatan.’® Pembinaan adalah upaya pendidikan
formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar,
berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka
memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan
mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh
dan selaras, pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan bakat,
kecenderungan atau keinginan serta kemampuannya sebagai bekal,
untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan
dan mengembangkan dirinya yang optimal dan mandiri.**
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa

yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya

% Suharto, Membangun masyarakat dan memberdayakan masyarakat, (Bandung: Refika

Kamil, 2005), him.9

10 Alwi Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,2003), him.152
! Simanjuntak, Membina dan mengembangkan Generasi Muda, (Bandung: Tarsito, 1990)
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memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan
kebutuhan dan potensi desa.*?

d. Penggerak adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua
kelompok berusaha untuk mencapai sasaran dengan perencanaan
dan penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan
yang dikehendaki secara efektif.™

e. Ekonomi adalah suatu sistem yang mempelajari tingkah laku
manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber
daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu.'*

f. Kesejahteraan adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup
yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan
diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan
pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk
pelayanan masyarakat yaitu pemberdayaan masyarakat.*

g. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi
menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu,
dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.’® Sedangkan

menurut soerjono soekanto masyarakat adalah suatu sistem dari

kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara

2 Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan
(PKDSP), hal. 4

¥ Husen umar, Riset pemasaran dan penilaian konsumen, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama, 2000), him.77

14 Sadono Sukirno, MIKROEKONOMI Teori Pengantar, (Jakarta: Rajawal Pres, 2002),
him. 9

> UU No 1 Tahun 2009 pasal 1 dan 2

16 Koentjaraningrat, Pengantar llmu Antropologi, (Jakarta : Rineka Ciptat, 2009),him.115
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kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta
kebiasaan-kebiasaan manusia.’
2. Definisi secara operasional
Dari definisi secara konseptual di atas, maka secara operasional
yang berjudul “Peran Pendampingan dan Pembinaan Badan Usaha
Milik Desa sebagai penggerak ekonomi dalam meningkatkan
kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Sambitan” ini merupakan
kajian mengenai pengelolaan melalui pendampingan dan pembinaan
demi menggerakkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, perlu
dianalisis mengenai pengelolaan BUMDes dalam mensejahterakan
ekonomi masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan.
Sistematika Penulisan SKripsi
Dalam mengarahkan penulisan skripsi ini agar lebih sistematis dan
sesuai dengan pokok permasalahan, maka penulis perlu menyusun
sistematika penulisan sedemikian rupa, sehingga memudahkan pembaca
untuk memahami kandungan dari karya ilmiah ini, penulis membagi dalam
lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika
sebagai berikut:
BAB | : PENDAHULUAN
Dalam bab pertama ini akan dijelaskaan gambaran singkat
apa yang akan di bahas dalam skripsi, yang mencakup:

latar belakang masalah yang berisi tentang fenomena-

7 Soerjono soekanto, Pengantar Sosiologi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), him.22
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fenomena yang terkait dengan judul penelitian, rumusan
masalah, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang
dilakukan, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian,
penegasan istilah dan sistematika penulisan. Pada bab ini
peneliti menggambarkan tentang keadaan dari berbagai hal
mengapa skripsi ini dibuat dengan judul tersebut dan
mengidentifikasi dan pembatasan masalahnya serta fokus
penelitian, tujuan dilakukan penelitian serta kegunaan
penelitian dan penegasan istilah dan hal apa yang akan ada

dalam skripsi ini.

: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan kajian teori yang digunakan dalam
melakukan penelitian kajian teori ini berisi tentang
Pendampingan; Pembinaan; Badan Usaha Milik Desa;
Penggerak Ekonomi; dan juga Kesejahteraan Ekonomi,
penelitian  terdahulu, kerangka berfikir  penelitian.
Kaitannya bab kedua ini dengan bab pertama yaitu pada
bab ini menjelaskan mengenai teori dari berbagai variabel
yang tercantum dalam judul sehingga dapat menjadi acuan

untuk bab selanjutnya.

: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan

sebagai acuan dalam rangka mencapai hasil penelitian
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secara maksimal, yang memuat rancangan penelitian berisi
jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian,
kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik
pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan

keabsahan, dan tahap-tahap penelitian.

: HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang paparan data-data yang
diperoleh  setelah  melakukan penelitian, melalui
pertanyaan-pertanyaan atau wawancara. Sehingga dalam
bab ini merupakan penyajian paparan data dari lapangan
yang telah disusun sedemikian rupa. Dan juga penulis
akan memberikan pemaparan atau analisis mengenai hasil

temuan penelitian.

: PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil dari penelitian yaitu
Peran Pendampingan dan Pembinaan BUMDes sebagai
Penggerak ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat . Dan juga kaitannya dengan latar belakang

maupun fokus penelitian dan teori yang ada.
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BAB VI : PENUTUP
Dalam penutup meliputi kesimpulan dan saran yang
dihasilkan dari keseluruhan pembahasan yang telah

disampaikan. Kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka.



